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Kata Pengantar v

Jaminan Sosial merupakan wujud nyata bahwa negara hadir 
memberikan perlindungan dasar bagi seluruh warganya sehingga dapat 
hidup dengan layak. Keberadaan Jaminan Sosial merupakan amanat dari 
UUD 1945 pasal 34 ayat (2) bahwa Negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu sesuai derajat kemanusiaan. 

Untuk memastikan hal tersebut negara terus memberikan terobosan 
melalui modernisasi regulasi-regulasi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan zaman. Kita bisa melihat bahwa pemerintah telah 
mulai melakukan modernisasi regulasi melalui Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 
yang kemudian melahirkan Undang- Undang 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial. Kemudian terbaru pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, yang salah satunya mengamanatkan penambahan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Penambahan program sekaligus manfaat ini merupakan hal positif 
yang dapat menambah jaring pengaman bagi para pekerja, selain 
manfaat dari 4 program pendahulunya, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan 
Pensiun (JP). Dengan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, 

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA 
BPJS KETENAGAKERJAAN
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BPJS Ketenagakerjaanvi

perlindungan bagi pekerja semakin lengkap untuk memastikan pekerja 
dapat mencapai kesejahteraan. Terlepas dari manfaat yang diberikan 
melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, masih kita sama-sama jumpai 
terjadinya polemik di tengah masyarakat. Di sini perlu kita sadari, 
bahwa tidaklah cukup hanya dengan menelurkan regulasi baru dengan 
segudang manfaat, tapi juga tetap harus diikuti dengan langkah-
langkah strategis untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi masif 
kepada masyarakat. Di dalam buku ini terdapat uraian yang berimbang 
secara argumentatif dan proporsional tentang negara kesejahteraan 
dan pengaturan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, 
dimana substansi yang terkandung dalam buku ini meliputi segala 
pokok bahasan tentang pengaturan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan mulai dari sejarah lahirnya, perkembangan hingga 
perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari putusan Mahkamah 
Konstitusi hingga didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
yang independen dan kredibel serta bertanggung-jawab, serta dapat 
beradaptasi dengan cepat pada dinamika regulasi yang berkembang 
dan berubah, merespon dengan tepat dan fleksibel pada kebutuhan 
peserta. Selain itu dapat beradaptasi dan mengawali perubahan dengan 
cara yang produktif dan hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas, 
serta berkelanjutan, dalam hal ini disebut agile dan bertata kelola baik. 

Saya selaku Direktur Utama menyambut baik kehadiran buku 
ini, yang digagas dan disusun oleh akademisi Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara lintas universitas sehingga dapat 
menjadi sumber rujukan dan pembelajaran baik bagi adik-adik 
mahasiswa untuk penulisan skripsi, tesis atau disertasi, maupun 
sebagai pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja. Bagi para praktisi 
jaminan sosial, praktisi hukum, para penyusun kebijakan jaminan sosial 
maupun ketenagakerjaan juga dapat lebih mengenal, memperkaya dan 
memahami Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beserta seluk beluk 
dan dinamikanya. 

Jakarta, November 2021 

Anggoro Eko Cahyo 

Direktur Utama
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Kata Pengantar vii

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam atas anugerah dan 
kasih-Nya, penulisan buku berjudul: “BPJS Ketenagakerjaan: Aspek 
Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan” dapat diselesaikan 
dan hadir dihadapan pembaca yang budiman. Buku ini ditulis secara 
kolaboratif oleh para akademisi ilmu hukum dari berbagai universitas 
dan dari berbagai perspektif keilmuan hukum.

Buku ini menyajikan 4 (empat) perspektif yang dibagi dalam 
4 (empat) bab. Bab I menguraikan tentang negara kesejahteraan 
dan pengaturan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia 
sebelum perubahan dan setelah perubahan UUD 1945. Pada bab ini 
diuraikan secara rinci dan cermat mengenai teori negara kesejahteraan, 
pengaturan negara kesejahteraan dalam UUD 1945 hingga praktik 
desain ketatanegaraan yang mengatur tentang jaminan sosial sejak era 
sebelum perubahan UUD 1945 hingga setelah perubahan UUD 1945. 
Di bab ini juga menguraikan tentang politik hukum lahirnya UU No.40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) hingga 
lahirnya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial 
(BPJS). Terakhir diuraikan dan dianalisis secara komprehensif sejumlah 
putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan konstitusionalitas 
penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pada Bab ke-2 diuraikan mengenai kelembagaan dan kewenangan 
BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan 

KATA PENGANTAR
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BPJS Ketenagakerjaanviii

sosial ketenagakerjaan. Sejumlah isu-isu aktual hukum terutama 
hukum ketatanegaraan yang mengatur tentang kedudukan dan posisi 
kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia. Pada bab ini gagasan 
dimulai dengan mengupas tuntas konsep dan teori kelembagaan negara, 
sejarah perubahan kelembagaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) 
era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi serta transformasinya 
menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang semula lembaga profit berubah 
menjadi nirlaba. Tak kalah menarik di bab ini juga diuraikan tentang 
konsep badan hukum publik dan privat untuk mengetahui apakah 
BPJS Ketenagakerjaan termasuk rumpun badan publik atau privat. 
Bahkan di bab ini juga diuraikan tentang BPJS ketenagakerjaan sebagai 
entitas lembaga baru yang spesifik, unik dan tak dapat dibandingkan 
dengan lembaga lain atau biasa disebut sui generis, seperti halnya 
Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan 
lainnya. Terakhir diuraikan tentang hubungan BPJS Ketenagakerjaan 
dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti Presiden, Kementerian, 
Pemerintah Daerah, hingga dengan lembaga luar negeri.

Bab ke-3 berisi tentang ruang lingkup program dan peserta program 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada bagian ini diuraikan tentang 
ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain 
program jaminan kecelakaan, program jaminan kematian, program 
jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program kehilangan 
pekerjaan. Begitu juga diuraikan mengenai kepesertaan, antara lain 
kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan 
hari tua dan program kehilangan pekerjaan. Tak kalah menarik di 
bab ini juga diuraikan mengenai prinsip perlindungan hukum tenaga 
kerja dan manfaat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, antara lain 
manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian, hari tua, pensiun 
dan kehilangan pekerjaan. Dibahas juga mengenai sanksi admnistrasi 
terhadap pelanggaran kewajiban pemberi kerja dalam program 
jaminan sosial ketenagakerjaan hingga sanksi pidana kepada pemberi 
kerja. Isu aktual lain yang diangkat dalam bab ini adalah kebijakan 
program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Terakhir diuraikan 
pula tentang putusan Mahmakah Konstitusi terkait isu kepesertaan 
serta implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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Pada bab terkahir atau Bab IV berisikan tentang pengaturan tata 
kelola aset BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum keuangan 
negara. Dalam bab ini diuraikan tentang teori dan konsep keuangan 
negara, pengaturan keuangan negara, dan ruang lingkup keuangan 
negara. Kemudian secara khusus dibahas mengenai kekayaan BPJS 
Ketenagakerjaan berupa kekayaan negara yang dipisahkan serta 
paradigma pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan 
menggunakan pendekatan business judgment rule. Tak kalah menarik 
dalam bab ini juga diuraikan secara mendalam tentang tata kelola aset 
dan investasi serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir 
pembahasan difokuskan pada aspek pertanggungjawaban pengelolaan 
dan keuangan, pelaporan dan mekanisme audit, dan pengawasan 
terhadap pengelolaan aset, baik pengawasan internal maupun 
pengawasan eksternal.

Besar harapan kami agar buah pemikiran dan gagasan dalam buku 
ini akan dapat mengisi ruang kelangkaan buku dan referensi terkait 
dengan hukum jaminan sosial di Indonesia. Buku ini diharapkan akan 
menjadi bekal bagi praktisi jaminan sosial ketenagakerjaan, bahan kajian 
akademik di perguruan tinggi dan dapat memberikan gambaran yang 
komprehensif mengenai pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan 
di Indonesia dalam beberapa dekade ini. 

Banyak pihak yang telah membantu hingga akhirnya buku ini dapat 
selesai dan hadir di hadapan pembaca. Itulah sebabnya kami ingin 
menghaturkan ucapan terima kasih secara khusus kepada jajaran Direksi 
BPJS Ketenagakerjaan, para Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan 
dan berbagai pihak di BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung 
penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kebaikan dan ketulusan 
para pihak dalam membantu hingga terbitnya buku ini kelak dibalas 
kebaikannya oleh Allah SWT, dengan balasan yang lebih baik.

Buku ini belumlah sempurna karena itu tentu saja kritik, 
saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan guna 
menyempurnakan ide dan gagasan yang ditulis dalam buku ini.	

Jakarta, November 2021

Tim Penulis
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Bab 1 ---  Negara Kesejahteraan dan Pengaturan Sistem Jaminan Sosial 1

1
NEGARA KESEJAHTERAAN DAN 

PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A.	 Negara Kesejahteraan
Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling 
tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan 
rakyat. Kondisi ini diperkuat dengan kegagalan pasar (market failure) 
dan kegagalan negara (government failure) untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. Menurut Andersen, kata ‘welfare’ diartikan sebagai 
‘the state of being happy, healthy, or successful’. Oleh karena itu Anderson 
memberikan arti welfare state yaitu, dimana negara memiliki kekuatan 
terorganisir yang sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) 
sebagai upaya untuk mengubah permainan kekuatan pasar.1

Dalam hal menggunakan kekuatan yang terorganisir tersebut, 
negara setidaknya melakukan 3 hal. Pertama, menjamin individu 
dan keluarga untuk mendapatkan pendapatan minimum diluar 
nilai pekerjaan atau nilai propertinya (maksudnya entah itu yang 
memiliki jabatan tinggi atau rendah atau yang memiliki harta atau 
tidak, pendapatan minimum tersebut harus ditentukan oleh negara). 
Kedua, mempersempit tingkat ketidakamanan dengan cara mengatasi 

1J. G. Andersen, 2007. Welfare States and Welfare State Theory, Aalborg: Centre 
for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS 
Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet). hal. 4.
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Bab 2 ---  Kelembagaan dan Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan 53

A.	 Transformasi Kelembagaan PT Jamsostek Menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sebagaimana dimaksud dalam Alenia ke-empat Pembukaan (Preambule) 
UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) 
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.72 

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diperlukan lembaga-
lembaga negara yang diatur melalui kebijakan hukum (legal policy)73 

72Yohanes Suhardin, “Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas 
Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum”, Jurnai Hukum Dan 
Pembangunan Tahun ke-42 3 Juli-September 2012, Hal, 303.

73Menurut Moh.Mahfud MD, Politik hukum adalah legal policy atau garis 
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum 
baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan 
negara. Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum sama 
dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan 
oleh suatu pemerintah negara tertentu. Lihat. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di 

2
KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN 
BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
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Bab 3 ---  Ruang Lingkup Program dan Peser ta BPJS Ketenagakerjaan 113

A. 	 Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana 
diubah dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja, menentukan Jenis program jaminan sosial yang meliputi: 
jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.157

Kemudian melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
sebagaimana diubah dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tersendiri program jaminan 
sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan 
diantaranya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, 
jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.158

157Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional, sebelumnya hanya menentukan jenis program jaminan sosial, 
seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian. Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 
40 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
maka terdapat penambahan 1 (satu) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan. 

158Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, sebelumnya hanya menentukan jenis program jaminan sosial 
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A.	 Perihal Keuangan Negara

1.	 Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan salah satu elemen penting dalam 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tidak terkecuali pada 
perwujudan jaminan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, penting 
untuk memahami definisi, konsep dan tata kelola keuangan negara 
sebagai pengantar untuk memahami lebih lanjut mengenai pengelolaan 
aset pada BPJS Ketenagakerjaan. Keterkaitan antara keuangan negara dan 
BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari status BPJS Ketenagakerjaan 
yang merupakan badan hukum publik yang modal awalnya berasal dari 
negara.

Secara terminologi, keuangan negara dalam bahasa Belanda dikenal 
dengan istilah geldmiddelen, yang artinya semua hak yang dapat dinilai 
dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dijadikan milik 
negara menghubungkan dengan hak-hak tersebut.207 Sedangkan dalam 
Encyclopedia International, disebutkan bahwa ilmu keuangan negara 
adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan bagaimana cara pemerintah mendapatkan dan menggunakan 

207H. Bohari, 1995, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 5
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